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BUPATI BARRU 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BARRU 

NOMOR 1§ TAHUN 2016 

TENT ANG 

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN TATA KERJA PENGELOLA PELAYANAN 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BARRU 

DENGAN RAHMAT TUHA1'f YANG MAHA EBA 

Menimban.g 

Mengingat 

BUPATI BARRU, 

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Ncmor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik dan Pasa.J 11 

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah maka untuk 
tersedianya informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan perlu mengatur ta.ta kerja clan 

pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di 
lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

Barru tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi 

dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Barru; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Oaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, KoJusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
lnfonnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nemer 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerin tahan Dae rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Infonnasi Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Pe1ayanan lnformasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 245); 

11. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Layanan Jnformasi Publik; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barr-u (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 

6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barru Nomor 8 

Tahun 2008 tenta.ng Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Barru Nomor 5 

Tahun 2011 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran 
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 

5); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAl'f 

PEll'GELOLAAl'I 

BUPATI TEll'TANG PEDOMAII' 

PELAYAl'fAl'f Ill'FORMASI DAN 

DOKUMEll'TASI DI Llll'GKUll'GAl'f PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEII' BARRU. 
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BABI 

KETEIITUAJf UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratu.ran Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 

2. Pemerintah Daerah adalah Penydenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRO menurut asas otonomi daerah seluas- 

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalarn Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Bupati ada1ah Bupati Barru. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

5. Informasi adalah keterangan, perrtyataari, gagasan, dan tanda-tanda yang 

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan 
dalam berbagai kemasan dan format 

teknologi informasi dan komunikasi 
nonelektronik. 

sesuai dengan perkembangan 

secara elektronik ataupun 

6. Pejabat 

adalah 

Pengelola Jnformasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID 

pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan 

publik. 

BABll 

RUAJfG LIIIGKUP PEDOMAII PEIIGELOLAAII 

Pasal 2 

Ruang lingkup Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi mt 

adalah: 

a. tata kerja bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan 

b. pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan 

pemerintah Kabupaten Barru. 

J 



Paaal 3 

Sistematika pengaturan Pedoman Pengelolaan lnformasi Publik dan 

Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru meliputi : 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BABVI 

PENDAHULUAN 

a. latar belakang; 

b. maksud dan tujuan; 

c. ruang lingkup; 

d. dasar hukum; 

e. pengertian. 

TUGAS, KEWENANGAN, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

a. tugas; 
b. kewenangan; 

c. struktur organisasi PPID. 

TATA LAKSANA DAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI 

DAN DOKUMENTASI 

a. pengumpulan data/informasi; 

b. pengklasifikasian data/ informasi; 

1. mengelompokkan infonnasi yang bersifat publik; 

2. mengelompokkan infonnasi yang dikecualikan; 

c. pendokumentasian data/informasi; 

1. diskripsi informasi; 

2. memverifikasi informasi; 

3. otentifikasi informasi; 

4. pemberian kode informasi; 

5. pengkodean informasi; 

6. penataan dan penyimpanan informasi. 

d. Pelayanan informasi. 

1. alur pelayanan infonnasi; 

2. mekanisme pelayanan infonnasi; 

PENYELESAIAN SENGKETA 

a. organisasi dan tugas; 

b. mekanisme penyelesaian sengketa informasi; 

PELAPORAN 

PENUTUP 
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Pedoman Pengelolaan Informasi ?ublik dan Dokumentasi sebagaimana 

tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan ini. 

BAB III 

KETENTUANPENUTUP 

Paaal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditet.apkan di Barru 

·� t' 20\� u.,- 

Diundangkan di Barr-u 

pada tanggal <'? \Aei ,o\6 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU 

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB 

DERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUII 2016 NOMOR 19 
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LAMPIRAJf PERATURAN BUPATI BARRU 

NOMOR 

TANGGAL 

PEDOMAN PENGEWLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Tuntutan akan keterbukaan dalam memperoleh informasi di indonesia 
khususnya di Kabupaten Barru semakin mendesak seiring dengan telah di 
sahkan nya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik. 

Tujuan diadakannya untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang 
dan bertanggung jawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan supennasi hukum serta melibatkan partisipasi 
masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. 

Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu di akomodasikan dengan cara 
mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman 
pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/at.au menerbitkan 
informasi publik yang berada dibawah kewenangannya selain inforrnasi yang 
dikecualikan yaitu informasi lentang strategi dan rahasia bisnis, informasi 
rahasia negara, informasi intelejen dan informasi yang bersifat pribadi. 

Sadan publik juga wajib membangun sistem informasi dan dokumentasi 
untuk mengelola infonnasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan 
informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut setiap badan 
publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang 
dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cepat, cermat, akurat 
termasuk pemerintah Kabupaten Barru sebagai lembaga publik, untuk itu, 
sekali lagi upaya menyamakan persepsi dalam menciptakan dan menjamin 
kelancaran dalam infonnasi publik maka disusun pedoman pengelolaan 
pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Barru. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 
1. Maksud 

Pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di 
lingkungan pemerintah Kabupaten Barru dimaksudkan selain menindak 
lanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik untuk diterapkan di lingkungan pemerintah Kabupaten 
Barru juga sebagai acuan bagi satuan kerja dalam penyediaan, 



pengurnpulan, pendokumentasian dan pelayanan serta penetapan pejabat 
pengelola informasi dan dokumentasi. 

2. Tujuan 
a. Agar masing-masing satuan kerja mampu menyediakan, 

mengumpulkan mendokumentasikan dan menyampaikan informasi 
tentang kegiatan dan produk unit kerjanya secara akurat dan tidak 
menyesatkan; 

b. Agar satuan kerja mampu menyediakan, mengumpulkan, 
mendokumentasiakan dan menyampaikan bahan dan informasi secara 
baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah cepat, tepat, 
akurat; dan 

c. Menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Barru dalam menunjang 
pelayanan informasi yang akuntabel dan transparan, menjadi panduan 
pengukuran kinerja pelayanan informasi publik. 

C. RUANO LINGKUP 

Pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi ini 
meliputi penjelasan mengenai penyediaan, pengumpulan, pengklarifikasian, 
pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan infonnasi publik di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Barru. 

D. DABAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik; 

· 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokument.asi Di Lingkungan 
Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. 

E. PENGERTIAN 

Dalam proses ini yang dimaksud dengan: 

1. Jnformasi adalah keterangan, penyataan, gagasan atau tanda-tanda yang 
mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun 
penjelasannya yang dapat didengar dan dibaca yang disajikan daJam 
berbagai kemasan dan formal sesuai dengan perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. 

2. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disirnpan, dikelola, 
dikirim dan/atau diterima oleh pemerintah Kabupaten Barru yang 
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan pemerintah 
Kabupaten Barru serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 
publik. 

3. Dokumen adalah data, catatan atau keterangan yang dibuat atau diterima 
pemerintah Kabupaten Barru dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik 
tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk 
apapun yang dapat dibaca, dilihat atau didengar. 



4. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengelolahan, penyusunan dan 
pencat.atan dokumen, data, garnbar dan suara untuk bahan infonnasi 
publik yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Barru. 

5. Akses informasi publik adalah kemudahan yang diberikan kepada 
masyarakat at.au seseorang untuk memperoleh infonnasi publik yang 
di bu tuhkan. 

6. Deseminasi adalah prosedur penyebaran informasi dilakukan secara aktif 
dan pasif yang merupakan elemen integral dari manajemen sumber daya 
infonnasi, menjadi bagian yang perlu derencanakan, dikalkulasi 
pembiayaannya, dikelola dan dikontrol sejak dari proses awal penciptaan 
informasi. 

7. K.Jasifikasi adalah pengelompokan infonnasi dan dokument.asi secara 
sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori 
informasi. 

8. Pengelolaan dokumen adalah proses penerimaan, penyusunan, 
penyimpanan pemeliharaan, penggunaan dan penyajian dokumen secara 
sistematis. 

9. Pelayanan infonnasi publik adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah 
Kabupaten Barru kepada masyarakat pengguna informasi publik. 

10. Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi yang selanjutnya clisingkat 
PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, 
pendokumentasian, penyediaan dan/ a tau pelayanan infonnasi publik di 
pemerintah Kabupaten Barru. 

11. Pejabat pengelola infonnasi dan dokumenta.si satuan kerja perangkat 
daerah yang selanjutnya d.isingkat dengan PPID - SKPD adalah pejabat 
yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada satuan kerja perangkat 
derah di lingkungan pemerintah Kabupaten Barru. 

12. Pengguna infonnasi publik adalah orang yang menggunakan infonnasi 
publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 
tentang keterbukaan informasi publik. 

13. Pemohon infonnasi publik adalah warga negara ata.u badan hukum 
indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 
informasi publik. 

14. Pedoman pengelolaan pelayanan infonnasi adalah suatu deskripsi tentang 
spesifikasi teknis (termasuk tata cara dan metode) yang terkait dengan 
pengelolaan dan pemberian pelayanan informasi publik, yang mampu 
menjamin bahwa pelayanan informasi yang di berikan sesuai dengan 
tingkat akses jaminan inforrnaei publik yang di janjikan. 

15. Pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi (PFPID) adalah 
pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi pengelola dan pelayanan informasi publik 
di lingkungan SKPD. 

BABU 

TUGAS, KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGAIOSASI 

Togas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) sebaga.imana dimaksud, secara umum adalah sebagai bcrikut : 



a. Tugas: 
a) merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian 
infonnasi dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu; 

b) menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan 
informasi kepada publik; 

c) mengolah clan mengklasifikasi informasi dan dokumentasi secara sistematis 
berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi; dan 

d) melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi 
publik. 

b. Kewenangan : 
1. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
2. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja 

yang menjadi cakupan kerjanya; dan 
3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu 

dan/ atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya. 
Togas Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPID) 

secara umum adalah sebagai berikut : 
1. Pembina: 

Tugas: 
a) melakukan Pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi di lingkungan Pemda; dan 
b) mengesahkan dan Menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang 

wajib disediakan dan diumumkan secara berkaJa, serta merta tersedia 
setiap saat serta informasi yang dikecualikan; dan 

c) melakukan pembinaan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan 
informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. 

2. Pe_...ia: 
Tugas: 
a) memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan Iayanan inforrnasi 

dan dokumentasi; 
b) memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi 

yang dapat di akses/ diberikan kepada pemohon infonnasi; 
c) memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi 

informasi yang dikecualikan; dan 
d) memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap 

kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon infonnasi. 
3. Tim Pertimbangan : 

Tugas: 
a) melakukan pembinaan dalam penyelengaraan organisasi dan tatalaksana, 

kerjasama clan hubungan masyarakat; 
b) membahas dan memberikan pertimbangan at.as jenis informasi yang 

dikecualikan; dan 
c) membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang 

terkait dengan pelaksanaan layanan infotmasi publik. 



4. PPID UTAMA : 
Tu gas: 

a) merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. 

b} menghimpun infonnasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ba.rru; 

c) menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD 
di Pemerintah Kabupaten Barru; 

d) melaksanakan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori 
dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; 

e) penyelesaian sengketa informasi; dan 
D melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan 

informasi dan dokumentasi. 
5. Sekretaris : 

Togas: 

a) melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan 
dokumentasi; 

b) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang; 

c) melaksanakan koordinasi dalarn rangka pengumpulan informasi dan 
dokument.asi; 

d) melaksanakan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi; 

e) melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan 
informasi publik melalui media cetak atau online; dan 

f) melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi 
dan dokumentasi. 

6. Bldang Pelayanan clan Dokumentasl lnformasl 
Tugas: 

a) melaksanakan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan 
Dokumentasi Infonnasi; 

b) melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi; 

c) mengeloladan mengembangkan di bidang informasi dan dokumentasi 
publik; 

d) pengelolaan system infonnasi dan dokumcntasi; 

e) penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi 
publik; dan 

I) penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik. 
7. Bida.ng Pengolah Data clan Klaaifikawi lnform.aai 

Tugas: 

a) melaksanakan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan 
K1asifikasi Informasi; 

b) pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik; 

c) inventarisasi pengk.lasifikasian informasi dan dokumentasi; dan 

d) penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka 
memenuhi permohonan informasi. 



8. Bicla.ng Penyelesaian Sengketa lnformaai 
Togas: 

a) melaksanakan veri.fikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau 
sengketa informasi; 

b) menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan 
informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

c) menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan 
pemohon dan/ atau pengguna informasi; 

d) menyusun verifikasi pengaduan dan/ atau sengketa informasi; 
e) menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka 

penyelesaian sengketa informasi; clan 

f) melaksanak.an advokasi penyelesaian sengketa informasi. 
9. Pejabat Pengelola Infor:maai Daerah Pembantu 

Togas: 

a) mengumpulkan, mengelola, mengkomplikasi data dalam lingkup SKPD 
masing-masing untuk menjadi bahan informasi publik; 

b) menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi bagi pemohon layanan 
informasi secara tepat, cepat dan berkualitas dengan mengedepankan 
pri.nsip-pri.nsip layanan prima; dan 

c) menyampaikan inforrnasi dan dokumentasi kepada PPfD secara berkaJa 
dan sesuai kebutuhan. 

10. Sekretarlat 
Togas: 
a) melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan infonnasi clan 

dokumentasi dengan SKPD terkait; 
b) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media 

cetak atau online; dan 
c) melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan inforrnasi 

dan dokumentasi. 



STRUJCTUR KEANGGOTAAN PPID 

Bidang Pelayanan 
dan Ookumentasi 

lnfomasi 

Pengelola Publikasi 

Bidang Pengolah 
Data dan Klasffikasi 

Pengelola Data 

Bidang 
Penyelesaian 
�lnfonna&i 

Pengelo<a 
Ponyelesaian 

Senaketa 

BAB ill 
TATA LAKSANA DAN PENGELOLAAN 

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI 

Dalam rangka pelayanan informasi yang akurat, lengkap clan tidak 
menyesatkan, maka seluruh satuan kerja perangkat daerah cti Iingkungan 
pemerintah Kabupaten Barru perlu melakukan pengelolaan infonnasi secara 
baik, konsisten dan bertanggungjawab melalui kegiatan yang meliputi : 

1. Pengumpulan data/ informasi; 
2. Pengklasifikasian data/ informasi; 
3. Pendokumentasian data/ inforrnasi; dan 
4. Pelayanan infonnasi. 



3.1 PENGUMPULAN DATA/ INFORMASI 
Kegiatan pengurnpulan data/ informasi merupakan tahap yang penti.ng 

dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Beberapa hal yang harus 
diperhatikan oleh setiap Satuan Kerja perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Barru. 
1. Pengumpulan data/ informasi merupakan aktivitas penghimpunan 

kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh satuan 
kerja; 

2. Data/ Jnformasi yang dikumpulkan adalah data/ informasi yang 
berkualitas clan relevan dengan tu.gas pokok dan fungsi masing-masing 
SKPD; 

3. Data/ Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan 
arsip, baik dari arsip statis maupun dinamis; 

4. Pejabat sebagaimana yang dimaksud pada butir 3 (tiga) merupakan pejabat 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di 
SKPDnya, sedangkan arsip statis dan dinarnis merupakan arsip yang 
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan. 

5. Penyediaan data/ informasi dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan 
sebagai berikut : 
a. mengenali tugas pokok dan fungsi satuan kerjanya; 
b. mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja; dan 
c. membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen; 

6. Alur dan mekanisme pengumpulan informasi; 

Alur informasi dalam rangka proses pelayanan di setiap satuan kerja di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru : 

Tim 
Pertimbangan 

Pelayanan 
lnformasi 

SKPD 
LINGKUP 
PEMKAB - 

i 
SEKRETARIS/ KA.TATA USAHA/ 
PEJABATYANG DrTUNJUK 
DIBANTU PEJABAT 
FUNGSIONAL MENGELOLA � 
DATA/ INFORMASI ATAS 
PEMERINTAH KA. SKPPD 

PPIO (pusat data) 
melalui Dinas MASYARAKAT 
Perhubungan, PEMOHON / 

Kominfo PE NGGUNA 
INFORMASI 

Alur Data/ informaai aeba.gaim.ana digambarlcan daJam bagan teraebut 
diataa, menunjukkan bahwa : 

1. Setiap data/ informasi di SKPD adalah tanggung jawab pimpinan SKPD 
2. Setiap data/ infonnasi yang di kelola oleh SKPD merupakan satu 

kesatuan infonnasi dari masing-masing satuan kerja dibawahnya 



3. Setiap data/ informasi publik di SKPD melalui PPID 
4. Setiap data/Informasi yang diterima oleh PPID diolah dan disajikan untuk 

kepentingan Pelayanan informasi yang dilakukan oleh PPID. 

Mebniame pengumpulan inform.as! : 

1. Setiap pimpinan SKPD menugaskan para sekretarisnya atau pejabat yang 
ditunjuk untuk melaksanakan pengumpulan data/ infonnasi di setiap 
SKPD nya 

2. Setiap pimpinan SKPD wajib melaksanakan pengumpulan, 
pendokumentasian dan pengklarifikasian informasi pelaksanaan kegiatan 
tupoksinya baik yang sedang, sudah dan akan dilaksanakan (SOP-nya 
seperti pada garnbar berikut). 

3. Setiap Pejabat mcmbuat catatan pelaksanaan kegiatan dan 
mendokumentasikannya secara baik (secara elektronilc maupun non 
elektronik} dan selanjutnya disampaikan kepada PPID. 

4. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pengumpulan, 
pendokumentasian dan pengk.larifikasian infonnasi, setiap satuan kerja 
dapat menunjuk pejabat fungsional pengelola informasi dan dokument 
(pranata humas, pranata computer, arsiparis, pustakawan dJs) sesuai 
kebutuhan satuan kerjanya. 

5. Informasi yang diku.mpulkan adalah informasi terkait dengan : 
a. Informasi yang tersedia setiap saat; 
b. lnformasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 
c. Informasi lain yang dikuasai; dan 
d. Informasi yang masuk kategori dikecualikan. 

8. Mekanisme pengumpuJan infonnasi Jalur 3 merupakan jalur koordinasi 
proses pengu.mpulan informasi yang wajib disediakan dan di umumkan 
secara berkala. 



�IUIUHIHHHIHHHIHIIIUUIHHUIUIHmmmnnun11m1m11m1w11meeumummeme111111:n:n:11uncncnn:::cnnc: 

SEKRETARIS, PPID 
AKTIVITAS KEPALA (PUSAT No. SKPD BAG, KA.BW DATAI 

1. Mengumpulkan semua 
lnfonnasi (publik 
maupun dikecualikan) 
yang sud ah dilakukan, 
sedang dikerjakan 
maupun yang 
direncanakan 

2. Mendokumentasikan 
semua infonnasi (publik 
maupun yang 
dikecualikan) yang 
sudah dilakukan, sedang 
dikerjakan maupun yang 
direncanakan 

3. Mengklarifikasikan 
semua infonnasi � � menurut sifatnya (serta ! merta, berkala & setiap 
saaU atau dikecualikan 

4. Mengumpulkan semua l infonnasi yang sudah 
dikerjakan ke secretariat 
SKPD 

5. Mengirim informasi yang 
bersifat publik ke pusat 
data 

3.2PENGKLASIFIKASIAN DATA/ INFORMASI 
3.2.1. Mengelompokkan Informaal yang berslfat publill: 

Informasi yang bcrsifat publik di kelompokkan berdasarkan subyek 
infonnasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja. 

Pengelompokkan Informasi yang bersifat publik meliputi : 
a. Infonnasi publik yang wajib disediakan dan diumumka.n secara berkala : 

1) Informasi yang berkaitan denga.n SKPD; 
2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja DKPD; 
3) lnformasi mengenai laporan keuangan; 
4) lnfonnasi lain yang d.iatur dalam peraturan perundang-undangan; 

dan/atau 
5) lnformasi yang Iebih detail atas permintaan pemohon. 

Pengumpulan lnformasi Publik diatas dilakukan olch masing-masing 
sekretaris/ Kepala Tata Usaha, berkoordinasi dengan para kepala Bagian/ 
bidang/ seksi yang mempunyai wewenang sesua.i tupoksinya dalam pengolahan 
informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala sebaga.imana 
tcrsebut diatas. 

b. lnformasi publik yang wajib di umumkan secara tertata, yaitu informasi 
yang dapat mengancam hajat h.idup orang banyak dan ketertiban umum. 

c. Infonnasi publ.ik yang wajib tersedia setiap saat di Pemerintah Kabupaten 
Barru meliputi : 



1) Daftar eeluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, 
tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 

2) Hasil keputusan pimpinan pemerintah Kabupaten Barru dan latar 
belakang pertimbangannya; 

3) Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 
4) Rencana kerja program/ kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan 

pengeluaran tahunan Pemerintah Kabupaten Banu; 
5) Perjanjian Pemerintah Kabupaten Barru dengan pihak Ketiga; 
6) lnformasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum; 
7) Prosedur kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Barru yang berkaitan 

dengan pelayanan masyarakat; dan/ atau 
8) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

3.2.2. Mengelompokkan lnformasi yang dikecuallb.n 
DaJam mengelompokkan informasi yang dikecualikan perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Informasi yang dikecuaJikan adalah informasi sebagaimana yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. 

b. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan informasi 
yang dikecualikan : 
l) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan 

harus benar-benar mengacu pada metode yang valid dan 
mengedepankan obyektivitas. 

2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada 
informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subjektif dan 
kesewenangan. 

3) Tidak mutlak, artinya tidak ada infonnasi yang secara mutlak di 
kecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar 
menghendakinya. 

c. Pengecualian harus melalui metode uji konsekwensi bahaya (consequention 
hann test) yang mendasari penentuan suatu informasi harus dirahasiakan 
apabila informasi tersebut dibuka. 

d. Untuk lebih menjamin suatu informasi dapat dibuka atau clitutup secara 
obyektif, maka metode diatas dilengkapi dengan uji kepentingan publik 
(balancing publik inters test) yang mendasari penentuan informasi harus 
ditutup sesuai dengan kepentingan publik. 

e. Pengklasifikasian akses informasi harus disertai pertimbangan tertulis 
tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, social budaya, dan 
Petahanan Keamanan. 

f. Usulan klasifikasi akses infonnasi sebagaimana tersebut pada angka I dan 
2 diajukan oleh satuan kerja yang nemiliki kemandirian dalam mengelola 
kegiatan, anggaran dan administrasi. 

g. Penetapan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) dilakukan melalui 
rapat pimpinan. 



3.3 PENDOKUMENTASIAN DATA/ INFORMASI 

Pendokumentasian Informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan 
informasi, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh 
satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten barru guna membantu PPID 
dalam melayani permintaan informasi. 

Tahapan dalam pendolm.mentasian informasi mellputi : 
a. Diekrlpei Informaai 

Setiap satuan kerja membuat ringkasan untuk masing-masing Jenis 
infonnasi. 

b. Memveri01raai Jnform.ui 

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya 

c. Otentikasi lnformaal 

Dilakukan untuk menjamin keaslian Infonnasi melalui Validasi Informasi 
oleh setiap satuan kerja 

d. Pemberian kode inform.as! 

OiJakukan untuk mempennuda pencarian informasi yang dibutuhkan 
melalui metode pengkod.ean yang di tentukan oleh masing-masing satuan 
kerja 

e. Pengkodean lnformasi meliputi : 

1) Kade klasifikasi disusun dan ditentukan dengan menggunakan 
kombinasi huruf clan angka 

2) Kode huruf digunakan untuk member tanda pengenal kelompok primer 
atau fungsi; 

3) Kode angka dua digit untuk member tanda pengenal kelompok tersier 
atau kegiatan; 

f. Penataan clan penyimpanan informasi 

Dilakukan agar dokumentasi dan informasi lebih sistimatis 



3.4. PELAYANAN l!IFORMASI 

a. Alur Pelayanan lnformaai 

PEMOHON INFO. 
I 

0 
DOK & KLASIFIKASI INFO 

INFO YG DIUMUMKAN 
BERKA LA 
INFO YANG DIUMUMKAN 
SERTAMERTA 
INFO YANG WAJIB TERSED!A 
SETIAP SAAT 
INFO YANG DIKECUALIKAN 

PENOLAKAN DISERTAl ALASAN 

TERTUL!S ATAU 
TIDAK TERTULIS 

NO.FORMULIR, NAMA 
PEMOHON, AL.AMAT & NO. 
TELP, SUBYEK & KET INFO 
YANG DIMINTA-FORMAT 
PENGIRIMAN-NAMA-TTD-TGL 
DITERIMANYA PENGKAJ!AN 
PERMINTAAN-CAP 

PEMBERIAN TANDA BUKTI 

I 

PEMBERlTAHUAN TERTULIS 
PERMINTAAN INFORMASI 

_Q 
DPT MENGAJUKAN 
KEBERATAN 
MELALUI ATASAN 
PPID. KID, PN. MA 

PERPANJANGAN 
WAKTU DISERTAI 

ALASAN 
MAKSIMUM 7 

HARi 

PEMBERIAN INFO YG DIMINTA 
SESUAI DENGAN FORMAT YG 
DISEPAKATI 

b. Mekanlame Pelayanan lnform.aal 

Pelayanan Informasi terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan 
penge1ompokan infonnasi yang bersifat publik (disediakan dan diumumkan 
secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat) dan yang dikecualikan. 

Untuk pelayanan Jnformasi yang bersifat publik diumumkan melalui 
berbagai bentuk dan media ( media online dan media cetak) 

1) Informasi publik yang tersedia dan di umumkan secara berkala 
dilayani melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Barru 
www.barrukab.go.id 

Prosedur Pelaksanaan Publikasi Informasi Publik yang disediakan dan 
di umumkan secara berkala 



Pengelola 
lnformaai 

No. AKTIVITAS Publill: clan Ka. PPID PelayaD.a.D. 
Pengelola lnformaai 

Dokumentaai 
clan Aralo 

I. memverifikasi Infonnasi Q yang telah di terima dari 
Sekretariat, Badan, 
Dinas, ktr 

2. menginformasilcan ke 
I 

I 
PPID Daftar Informasi I 
publik yg Slap di 
nublikasikan 

3. PPID menerima Daftar 
Informasi Publik yang 
siap di publikasikan dan 
mengverifikasi final 

4. PPID memerintahkan Pl 
untuk mempublil<asilran I 
Informasi yg siap di 
publikasikan 

5. Pl mengupload Informasi 
yang diperintahkan 
untuk 
di pub]ikasikan ke 
www.barrukab.eo.id 

2) Permintaan lnformasi yang disediakan setiap saat 

Semua infonnasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat 
tetap disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. 

Pelayanan atas permintaan Informasi Publik tersebut diatur sebagai 
berikut: 

a) Melranisme Pelayanan Informasi yang tersedia setiap mt atas 
permlntaan secara tertulla. 

l 
I 

Langkah-langkah dalam mekanisme 
yang tersedia setiap saat meliputi: 

pelayanan informasi 

1) Pemohon lnformasi Publik mengajukan perrnintaan infonnasi 
kepada PPID; 

2) Pejabat PPlD menerima permohonan informasi; 
3) PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dan 

permohonan untuk kepentingan tertib administrasi. 

Untuk mempermudah masyarakat dalam meminta informasi 
publik, PPID menyiapkan Formulir Permintaan Informasi yang 
terdiri dari: 

a. No.Formulir (No.Pendaftaran); 
b. Nama Pemohon Inforrnasi; 



• 

____ • ., •• .,.,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,,eeee,uou1uouoouuuuouuooouuuUUilll.l.U 

c. Alamat & No.Telp, pemohon infonnasi ( Coto copy KTP); 
d. Subyek dan keterangan infonnasi yang diminta; 
e. Alasan Penn.intaan lnfonnasi; 
f. Nama Pengguna Informasi; 
g. Alamat & No.Telp, pengguna infonnasi (foto copy KTP); 
h. Alasan pengguna informasi; 
i. Format dan cara pengirirnan; 
j. Nama dan ta.nda tangan PPID; 
k. Tanggal ditenimanya permohonan lnformasi; 
L Cap Pemerintah Kabupaten barru atau Cap PPID 

4) Permintaan tanda bukti perrnohonan inforrmasi nomor 
pendaftaran) kepada pemohon informasi 

b) Mekanisme Pelayanan Jnform.aai yang tenedia setiap aaat ataa 
permintaan secara tidak tertulis 

La.ngkah-langkah dalam mekanisme pelayanan informasi yang 
tersedia setiap saat meliputi: 
1) Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi 

kepada PPID 

2) Pejabat PPlD menerima permohonan inforrnasi; 

3) PPID melakukan pencatatan pennintaan informasi clan 
permohonan untuk kepentingan tertib administrasi. 
Untuk mempermudah masyarakat dalam meminta informasi 
publik, P'PID menyiapkan Formulir Permintaan Informasi yang 
terdiri dari: 

a. No.formulir (No.Pendaftaran); 
b. Nama Pemohon lnformasi; 
c. Alamat & No.Telp, pemohon informasi (foto copy KTP); 
d. Subyek dan keterangan informasi yang diminta; 
e. Alasan Permintaan Infonnasi; 
f. Nama Pengguna Informasi; 
g. Alamat & No.Telp, pengguna infonnasi { foto copy KP); 
h. Alasan pengguna informasi; 
1. Format dan cara pengiriman; 
J- Nama dan tanda tangan PPlD; 
k. Tanggal diterimanya permohonan Infonnasi; 

Cap Pemerintah Kabupaten Barru atau Cap PPID 

4) Petugas Pelayanan Informasi wajib melakukan konfirmasi 
kepada permohon infonnasi mengenal kebenaran data pemohon 
dan pengguna informasi; dan 

5) Apabila pada saat konfirmasi dilakuk:an ditemukan ketidak 
sesuaian, data pemohon dan pengguna maka petugas pelayanan 
informasi berhak untuk tidak melayani permintaan informasi. 

c) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak 
permohonan diterima oleh PPID, maka PPID wajib menanggapi 
permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis. 
Pemberitahuan itu meliputi permintaan informasi diterima, 
permintaan informasi ditolak, dan perpanjangan waktu 
pemberitahuan permohonan diterima atau di tolak. 



Mekanisme Pelayanan Permintaan Inforrnasi yang tersedia setiap saat 

Pengelola 
Informasi 

Pelayanan Publik dan No Aktivitas Permohonan PPID Pengelola Ket. Informasi Dokumentasi 
dan Arsip 

(Pusat Datal 

I Pemohon 
memohon 
informasi yang 
tidak tersedia di 
website kepada 
PPID 

2 PPID 
memerin ta.hkan ya 

PI untuk • memverifikasi 
informasi yang tidak 
diminta 
pemohon, 
apakah tersedia 
di pusat data ? 
Jika ya maka PI 
akan melayani, 
tapi jika tidak, 
maka PPID 
menjawab ke 
pemohon bahwa 
informasi yang 
diminta tidak 
dikuasai 
Pemkab. 

3 PI mencatat • 
pennintaan 
kedalam daftar 
pemohon & 
menghubungi 
pusat data 
untuk 
menyediakan 
informasi yang 
diminta 
pemohon. 

4 Pusat Data 
mengverifikasi 
informasi yang 
diterima oleh 
pemohon, j ika 
tidak di database 



.. 
pusat data, 
maka Pusat Data 
meminta 
kesatuan kerja 
yang mempunyai 
informasi 
tersebut 

5 Pusat Data 
memberikan 
data yang 
diminta ke PI, 
dan PI 
memberikan 
data yang 
diminta oleh 
pemohon melalui 
PPID dan 
men cat.at 
pelayanan 
informasi yang 
diberikan 

6 Informasi C+J diterirna oieh 
pemohon a tau 
pubiik 

dJ -Jika PPID membutuhkan perpanjangan waktu, maka selarnbat- 
larnbatnya 7 ( Tujuh } hari kerja sejak tanggapan pertama 
diberikan, PPID harus memberitahukan secara tertulis , apakah 
perrnintaan informasi dapat dipenuhi atau tidak; 

e) Jika permintaan infonnasi diterima, maka dalarn surat 
pemberitahuan juga dicantumkan materi infonnasi yang 
diberikan, format infonnasi apakah soft copy atau data tertulis, 
biaya yang dibutuhkan. Bila pennintaan informasi ditolak, maka 
dalam surat pemeritahuan dicantumkan alasan penolakan 
berdasarkan UU KIP; 

f) Jika permintaan informasi ditolak, pemohon dapat mengajukan 
keberatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Komisi 
Informasi Provinsi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 
Mahkamah Agung sebagai upaya terakhir; 

3) Pendokumentasian Permintaan lnformasi clan Pelaporan 
Semua permintaan infonnasi baik yang melalui media elektronik, 
tidak tertulis maupun yang rerttalis harus bisa di dokumentasikan. 

BAB IV 
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 

Proses penyelesaian sengketa informasi dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten Barru terdiri dari : 



• 

4.1. Organfsasi clan Tugas 

Organisasi penyelesaian sengketa infonnasi meliputi; Tim Pertimbangan 
Pelayanan Inforrnasi, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Humas Setda 
Barru. 

Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Hu.mas Setda Barru mempunyai 
tugas sebagai berikut: 

a) Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak 
memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b) Memberikan pertimbangan hukum kepada Tim Pertimbangan Pelayanan 
Informasi atas keberatan yang disampaikan pemohon dan pengguna 
informasi; 

c) Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukurn Tim 
Pertimbangan Pelayanan Informasi dalam rangka penyelesaian sengketa 
informasi; 

d) Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum atas sengketa inforrnasi 
yang diajukan kepada Komisi Infonnasi , baik melaJui mediasi maupun 
ajudikasi non litigasi; 

e) Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum atas sengketa 
informasi yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan 
Mahkamah Agung; 

4.2. Mekenieme Penyelesaian. Sengketa lnformaei 
Perhitungan waktu penyelesaian sengketa informasi dirnulai sejak surat 

pennohonan diterima oleh PPID. 
a) PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur 
sebagai berikut: 
• PPID mempersiapkan daftar pemohon dan pengguna informasi yang 

akan ditolak; 
• PPID mengadakan rapat koordinasi setelah dengan melibatkan Bagian 

Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan LBH Kabupaten Barru 
serta Satuan Kerja yang terkait paling larnbat 3 hari kerja setelah 
surat permohonan diterima PPID; 

• Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam Berita Acara yang 
ditanda tangani oleh seluruh Peserta Rapat; 

• Hasil Keputusan Rapat di dokumentasikan dengan baik; 
b) PPID yang akan memberikan tanggapan atas keberatan yang 

disampaikan permohonan informasi secara tertulis; 
• PPID mempersiapkan daftar keberatan yang disampaikan pemohon 

dan pengguna informasi; 
• PPID mengadakan rapat koordinasi setelah dengan melibatkan Bagian 

Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Hu.mas dan LBH Kabupaten Barru 
serta Satuan Kerja yang terkait paling larnbat 3 hari kerja setelah 
surat keberatan diterima PPID; 

• Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam Benita Acara 
yang ditanda tangani oleh seluruh Pescrta Rapat; 



• Hasil Keputusan Rapat di dokurnentasikan dengan baik; 
c) Penyelesa.ian sengketa informasi: 

• PPID mempersiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; 
• Bagian Hukum, Bagian Hu.mas dan Protokol, Bagian Organisasi dan 

SK.PD terkait mempersiapkan kajian dan pertimbangan hukum untuk 
disampaikan kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; 

• Pada saat sengketa infonnasi berlanjut ke komisi Infonnasi, PTUN dan 
MA, maka Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Humas dan LBH 
Kabupaten Barru melakukan pendampirigan hukum untuk 
menyelesaikan sengketa informasi; 

• Tim Pertimbangan Pelayanan lnforinasi membahas dan memutuskan 
penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan secara musyawarah; 

• Hasil keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan lnformasi ditindak 
lanjuti oleh PPID sesuai dengan peruntukannya; 

• Hash keputusan beserta pertimbangan Tim Pertimbangan Pelayanan 
lnfonnasi didokumentasikan dengan baik. 

BABV 
PELAPORAN 

Setiap tahun PPID wajib melaksanakan ketentuan yaitu: 

a. melaporkan Jumlah permintaan informasi yang diterima; 

b. melaporkan Waktu yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Barru dalam 
memenuhi setiap permintaan; dan 

c. melaporka.n Jumlah pemberian dan penolakan permintaan infonnasi dan 
alasan penolakan permintaan informasi. 

BABVI 
PElfUTUP 

Pedoman ini terbuka untuk disempurnakan dan dikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan. 


